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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Anggaran Operasional 

Kantor Urusan Agama Seberang Ulu 1 Kota Palembang. Kantor Urusan Agama Seberang 

Ulu 1 memiliki anggaran operasional yang digunakan untuk keperluan operasional seperti 

belanja bahan, perjalanan dinas, biaya internet dan telepon, air, listrik (TAL). Namun 

anggaran operasional yang telah dianggarkan oleh Kementerian Agama tersebut 

mengalami defisit. Konsep yang digunakan adalah tiga aktivitas dari Schacter yang 

meliputi aktivitas informasi, aktivitas tindakan dan aktivitas tanggapan. Metode 

penelelitian yang digunakan ialah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data terdiri dari 

dokumentasi, wawancara dan observasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa pada aktivitas 

informasi Kantor Urusan Agama Seberang Ulu 1 lebih mengutamakan ketepatan waktu 

baik dalam perencanaan, pelaksanaan ataupun pertanggungjawaban. Sementara itu, 

informasi Kantor Urusan Agama Seberang Ulu 1 belum bisa diandalkan karena belum 

lengkap sehingga tidak bisa dijadikan bahan pengambilan keputusan masa yang akan 

datang. Informasi perencanaan anggaran juga belum akurat dibuktikan dengan defisitnya 

anggaran saat dilaksanakan dan dokumen pertanggungjawaban dibuat tidak sesuai dengan 

format dan substansi yang berlaku. Pada aktivitas tindakan, perencanaan anggaran Kantor 

Urusan Agama Seberang Ulu 1 Kota Palembang dianggap sebatas pemenuhan persyaratan 

pencairan bantuan biaya operasional sehingga pelaksanaan anggaran operasional tidak 

dikerjakan secara proposional dan terarah. Pada aktivitas tanggapan, Kementerian Agama 

telah merespon permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. 

Respon Kementerian Agama, yaitu melakukan sosialisasi bantuan biaya operasional, 

menaikkan jumlah bantuan biaya operasional dan memberikan nilai hukum pada dokumen 

pertanggungjawaban agar dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Kata Kunci : Akuntabilitas, Aktivitas, Informasi, Relevan, Tindakan, Tanggapan 
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the Accountability of the Operational Budget of the 

Office of Religious Affairs Seberang Ulu 1 Palembang City. The Seberang Ulu 1 Religious 

Affairs Office has an operational budget that is used for operational needs such as material 

shopping , official travel, internet costs for SIMBI applications and telephone, water, 

electricity. But the operational budget that has been budgeted by the Ministry of 

Religion has a deficit. The concept used is the three activities of Schacter which include 

information activities, action activities and response activities. The research method used is 

a qualitative method. Data collection techniques consist of documentation, interviews and 

observations. The results of the study found that the information activities of the Office of 

Religious Affairs Seberang Ulu 1 prioritize timeliness both in planning, implementation or 

accountability. Meanwhile, information on the Office of Religious Affairs of Seberang Ulu 

1 cannot be relied on because it is incomplete so that it cannot be used as material for 

future decision making. Budget planning information is also not accurately proven by the 

budget deficit when it is implemented and the accountability documents are made not in 

accordance with the format and substance in force. In action activities, the budget planning 

of the Seberang Ulu 1 Office of Palembang City is considered to be limited to meeting the 

requirements for disbursing operational costs so that the implementation of the operational 

budget is not carried out proportionally and directed. In response activities, the Ministry of 

Religion has responded to the problems faced by the District Religious Affairs Office. The 

Ministry of Religion's response, which is to socialize operational cost assistance, increase 

the amount of operational cost assistance and provide legal value on the accountability 

documents so that they are made in accordance with applicable regulations. 

Keywords : Accountability, Operational,  Budgeting, Activites, Information, Action, 

Response 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Sesungguhnya aspek akuntabilitas (pertanggungjawaban) merupakan faktor kunci 

dalam melakukan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat 

maupun di tingkat lokal/ daerah (Banga 2017: 28). Sejak good governance di-booming-kan 

oleh United Nation Development Program and World Bank, akuntabilitas telah dijadikan 

salah satu patokan atau aspek penilaian untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian 

tujuan dan sasaran pemanfaatan dana atau anggaran. 

Menurut Shafritz dan Russel dalam Banga (2017: 139) akuntabilitas yang  baik 

memiliki empat aspek, yaitu pertama, proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat 

secara tertulis, tersedia bagi warga dan memenuhi standar administrasi yang berlaku. 

Kedua, akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai 

sasaran suatu program. Ketiga, kejelasan tujuan yang ingin dicapai. Keempat, kelayakan 

dan konsistensi dari target operasional. Sedangkan menurut Mardiasmo dalam Banga 

(2017: 138) akuntabilitas memiliki perangkat aspek sebagai berikut, 

1. Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan kewenangan 

atau pelaksanaan kebijakan, 

2. Adanya mekanisme pertanggungjawaban, 

3. Adanya laporan tahunan, 

4. Adanya laporan pertanggungjawaban periodeik, 

5. Adanya sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara. 

Aspek-aspek akuntabilitas tersebut akan diterapkan pada semua instansi 

pemerintahan. Tidak terkecuali pada instansi pemerintah yang berada paling bawah 
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sekalipun akan tetap menggunakan akuntabilitas sebagai aspek penilaian anggaran. Kantor 

Urusan Agama (KUA) sebagai unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jendral bimbingan Masyarakat Islam dan 

secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota 

berlandaskan pada Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 

Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan . 

Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu 1 Kota Palembang. Kantor Urusan 

Agama (KUA) Seberang Ulu 1 sendiri memiliki visi, yaitu terwujudnya pelayanan 

masyarakat yang berkualitas dan partisipatif , sedangkan misinya, yaitu 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk; 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan dan pembinaan keluarga sakinah; 

3. Meningkatkan kualitas zakat, wakaf, dan ibadah sosial;meningkatkan pemahaman 

masyarakat mengenai kemasjidan, pangan halal, hisab rukyat, dan kemitraan umat 

Islam; 

4. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan manasik haji. 

Demi mewujudkan visi dan misi Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu 1, tentu 

saja setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat membutuhkan anggaran 

operasional. Menurut  Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 

268 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Kantor Urusan 

Agama Kecamatan, anggaran operasional digunakan untuk mendukung kelancaran tugas 

dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA), serta dalam rangka mewujudkan pelayanan yang 

optimal yang mana setiap besarannya anggaran operasional ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 

Sebagaimana yang telah diatur oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

setiap   Kantor   Urusan   Agama   Kecamatan   mendapatkan   hak   anggaran   operasional  
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Rp 3.000.000 per bulan atau dengan kata lain Rp 36.000.000 per tahun. Sayangnya 

anggaran operasional yang telah ditetapkan selalu kekurangan atau mengalami defisit. Hal 

ini dibuktikan dari laporan penggunaan dana operasional Kantor Urusan Agama (KUA) 

Seberang Ulu 1 Kota Palembang sebagai berikut, 

Tabel 1. Realisasi Anggaran Kantor Urusan Agama Seberang Ulu 1 Tahun Anggaran 

2015-2017 

Tahun Pagu Realisasi Persentase 

Penggunaan 

2015 Rp 36.000.000 Rp 36.204.611 100,6% 

2016 Rp 36.000.000 Rp 42.613.197 118,4% 

2017 Rp 36.000.000 Rp 35.900.173 99,7% 
Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu 1, Tahun Anggaran 2015-2017 

Dilihat dari tabel 1, sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2017 pagu anggaran tetap 

Rp 36.000.000 per tahun. Sedangkan realisasi mengalami turun naik, yaitu pada tahun 

2015  sebesar  Rp 36.204.611 lalu pada  tahun  2016  mengalami  kenaikan  drastis  sebesar 

Rp 42.613.197 selanjutnya pada tahun 2017 menurun sebesar Rp 35.900.173. 

Data realisasi anggaran Kantor Urusan Agama Seberang Ulu 1 menunjukkan 

persentase penggunaan anggaran pada tahun 2015 sebesar 100,6 persen, tahun 2016 

sebesar 118,4 persen dan tahun 2017 sebesar 99,7 persen. Sementara itu, jika realisasi 

anggaran operasional dirincikan akan diperoleh sebagai berikut, 

Tabel  2.  Rincian Realisasi Anggaran Operasional Kantor Urusan Agama Seberang 

Ulu 1 Tahun 2015-2017 

No. Kebutuhan 2015 2016 2017 

1. Belanja Bahan Rp 12.039.850 Rp 19.535.250 Rp 10.720.100 

2. Perjalanan Dinas Rp 0 Rp   1.250.000 Rp 0 

3. Biaya Internet Rp   3.638.161 Rp   2.416.407 Rp   3.857.519 

4. Biaya Telepon, Air, Listrik Rp 13.326.600 Rp   8.611.540 Rp 14.122.554 

5. Honor Pramubakti Rp   7.200.000 Rp 10.800.000 Rp   7.200.000 

 Jumlah Rp 36.204.611 Rp 42.613.197 Rp 35.900.173 

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu 1, Tahun Anggaran 2015-2017 

 Berdasarkan tabel 2, kebutuhan operasional Kantor Urusan Agama Seberang Ulu 1 

setiap tahunnya tidak tetap. Tidak tetapnya kebutuhan operasional dikarenakan belum ada 

peraturan yang mengatur tentang besaran pembagian untuk setiap kebutuhan. Pada tahun 
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2015, kebutuhan yang paling besar diperuntukkan biaya telepon, air, dan listrik  sebesar  

Rp 13.326.600. Pada tahun 2016, biaya untuk membayar honor pramubakti naik menjadi 

sebesar Rp 10.800.000, padahal sebelumnya sebesar Rp 7.200.000. Selain itu, belanja   

bahan     juga     ikut     naik     sebesar     Rp   19.535.250    yang    sebelumnya    sebesar   

Rp 12.039.850. Kenaikan ini menyebabkan pengeluaran tahun 2016 mengalami 

pembengkakan. Ditemukan juga pada laporan pertanggungjawaban tahun 2016 beberapa 

kali menunggak pembayaran listrik dan air. Lain halnya yang terjadi pada tahun 2017, 

terlihat pengeluaran biaya dapat dikendalikan. Hanya tejadi kenaikan biaya telepon, air dan 

listrik sebesar Rp 14.122.554 yang sebelumnya Rp 8.611.540. 

Melalui penggunaan anggaran ini, dapat diketahui bahwa masih kurangnya 

perencanaan anggaran dan menunjukkan sumber daya manusia yang kurang cermat dalam 

mengelola keuangan.  

Anggaran operasional Kantor Urusan Agama (KUA) sudah sepatutnya mengalami 

kenaikan sebagaimana yang telah diajukan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. 

1)Menteri Agama mengusulkan kenaikan anggaran operasional Kantor Urusan Agama 

(KUA) menjadi Rp 5.000.000 per bulan atau Rp 60.000.000 per tahun yang 

disampaikkanya dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI. Kenaikan anggaran 

operasional KUA dikatakan wajar karena anggaran operasional mencakup seluruh 

kebutuhan yang diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun 

peruntukkan dan penggunaan biaya operasional menurut Keputusan Direktur Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 268 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis 

Pengelolaan Biaya Operasional Kantor Urusan Agama Kecamatan, yaitu 

1. Belanja Bahan meliputi Alat Tulis Kantor (ATK), konsumsi jamuan tamu/rapat, dan 

penyelenggaraan operasional keperluan perkantoran, 

2. Perjalanan dinas meliputi kegiatan koordinasi dan bimbingan masyarkat (penyuluhan), 
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3. Biaya internet pelayanan Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI), 

4. Biaya telepon, air, listrik (TAL). 

Penganggaran yang tidak tepat menandakan kurangnya koordinasi antara pihak 

legislatif sebagai otoritas pemegang anggaran dan pihak eksekutif sebagai 

pegimplementasi anggaran. Bendahara Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu 1 Kota 

Palembang saat diwawancarai, mengatakan ”ada uang sedikit dari masyarakat, bisa 

dianggap sebagai uang sukarela yang digunakan untuk menutupi kekurangan biaya 

operasional”. Pernyataan Bendahara menunjukkan  Kantor Urusan Agama (KUA) 

Seberang Ulu 1 menerima uang sukarela dari masyarakat yang akan menikah untuk 

menutupi defisit atau kurangnya anggaran operasional. Padahal secara gamblang telah 

disebutkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 268 

Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Kantor Urusan 

Agama Kecamatan bahwa untuk keperluan operasional, Kantor Urusan Agama hanya 

mendapatkan anggaran operasional dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

setiap bulannya. Jelas sekali tindakan ini menyimpang dari aturan yang telah dibuat 

ditambah lagi bisa menimbulkan rasa tidak percaya atau rasa curiga terdahap pelayan 

publik, serta membuka celah ilegal payment (pungutan liar). 

Berdasarkan laporan realisasi anggaran operasional Kantor Urusan Agama (KUA) 

yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa akuntabilitas di Kantor Urusan 

Agama (KUA) Seberang Ulu 1 Kota Palembang belum akuntabel. Hipotesa ini 

berdasarkan laporan anggaran operasional tahun 2015-2017 dan beberapa literatur yang 

telah dipaparkan sebelumnya. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk 

mendeskripsikan akuntabilitas anggaran operasional Kantor Urusan Agama Seberang Ulu 

1. Penelitian ini akan dilakukan terhadap Kantor Urusan Agama (KUA) sampai ke 

Kementerian Agama Kota Palembang. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat 

1) Surat kabar “Kompas.com”, 14 September 2017, halaman 1. 
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dijadikan bahan evaluasi Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu 1 Kota Palembang 

khususnya untuk penggunaan anggaran operasional yang akuntabel. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat ditarik 

rumusan masalah sebagai berikut 

1. Bagaimana akuntabilitas anggaran operasional Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang 

Ulu 1 Kota Palembang? 

 

1.3. Tujuan 

1. Mengetahui akuntabilitas anggaran operasional KUA Seberang Ulu 1 Kota Palembang. 

1.4. Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun 

praktis bagi semua pihak yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini, yaitu:  

a. Manfaat Teoritis  

1. Sebagai bahan evaluasi pemerintah pusat atau daerah dalam menetapkan kebijakan 

anggaran operasional, apakah sudah tepat atau belum. 

2. Sebagai bahan informasi kepada Kantor Urusan Agama bersangkutan untuk 

mengkoreksi penganggaran yang telah dilakukan. 

3. Sebagai acuan Kantor Urusan Agama bersangkutan untuk menggunakan anggaran 

operasional untuk program prioritas. 

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi bagi penelitian 

berikutnya.  

b. Manfaat Praktis  
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1. Penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan ilmu dan teori yang 

diperoleh dibangku kuliah dalam kehidupan yang sesungguhnya, serta sebagai salah 

satu syarat untuk lulus di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.  

2. Bagi lembaga, hasil penelitian ini akan menambah kepustakaan dan wawasan pada 

studi tentang anggaran khususnya anggaran operasional di Kantor Urusan Agama.  
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